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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan

angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan

hingga penuntutan. Namun pada faktanya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga melakukan

proses eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan tersebut

merupakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004. Akan tetapi pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

melaksanakan putusan merupakan Jaksa yang diberhentikan sementara dari Kejaksaan Republik Indonesia

untuk melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta ini menyebabkan

perdebatan di beberapa pihak terkait siapa yang berwenang dan bagaimana kepastian hukumnya. Asas

legalitas serta kewenangan yang melekat pada lembaga membuat tindakan Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Corruption Eradication Commission as a new law enforcement agencies is a fresh air in Indonesia to

eradicate corruption. Based on Law No. 20 of 2002, Anti Corruption Commission authorities to eradicate

corruption in Indonesia is from the investigation phase to prosecution. In fact, the Anti Corruption

Commission also doing the execution of legally binding verdict. That authorithies should be prosecutor`s

based on Law No. 16 of 2004. However, the employees of the Anti Corruption Commission who

implemented the verdict were Prosecutors who were temporarily dismissed from the Prosecutor`s Office of

the Republic of Indonesia for carrying out their duties in the Anti Corruption Commission. This fact led to a

debate on several parties regarding who is authorized and how legal certainty is. The principle of legality

and authority inherent in the institution makes the action of the Corruption Eradication Commission an act

that opposes the laws and regulations
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